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GUEERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

Nomor ... Tahun 2618
TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

GUBERNUR SULAWES] BARAT

* a. Bahwa Pemenntah Daerah Provinsi Sulawesi Barat

memiliki tangoune jawab untuk melakukan pemenuhan
hak awes pendidikan dalam rangka mencerdaskan
kehiduran bang=a berdasarkan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa berdasarkan ketentuan Undanes-Undane Nomor
23 Tehun 2014 tentang Pﬁm-'_‘}l'jrll&lhail Daerah,
Pendidikan merupakan wrusan pemerintahan  wajib
Yang berkaitan dengan pelayanan dasar, oleh sebab itu
pembangunan  pendidikan  perlu  dilakukan secara
terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk
mewujudkan  pemerataan  dan  perluasan  akses,
peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta
penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan
publik dalam menyelenggarakan dan mengelola
pendidikan sebagai satu sistem pendidikan;

Bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang pendidikan yang merpakan urusan wajib eleh
Provinsi sesuai lingkup kewenangan dan tanggung
jawabnya, maka perlu pengaturan dan aspek otonomi

R TRV i FRSCRRESE . O RN D,




d.

Bshwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimalrsud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawes: Barat
tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

en

Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4422);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tehun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara chu-blik Indonesia Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan  Dosen [Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tabun 2005 Nomer 137, Tambahan Lembaran Negara
republik Indonesia Nomor 4586);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Pérundang-Undangan
(Lewibaien  Negara Republik Indoncsia Tahunbahan

Lezmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587
sebagaimana ‘telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
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10,

11.

12.

. Peraturan Pemenintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Siandar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
scbagaimana telah beberapa kali diubah dengan
Peraturan Permerim&h Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomoer 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
{i.embaran Negara HRepublik indonesia Tahun 2015
Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indenesia Nomor 5670,

. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang

Fendanaun Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indeaesia Tahun 2008 Nomor 91, Taﬁbahén Lembaran
Negara Republik Indunesia Nomor 4864];

Peraitian Pemeriniah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik
Indengsin  Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Hepublik Indonesia Nomor 4941);
Peraturan Pemerintahh Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyclenggaraan Pendidikan
{Lembaran Negarn Republik Indopesia Tahun 2010
Nemor 23. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indenesiza Nomor 5105) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomeor 66 Tahun 2010
tentang Perubaharn atas Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2010  tentang  Pengelolaan  dan
Penyelenggaraan  Pendidikan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
Peraturan Menten Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah
Universal;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,
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14,

15,

16.
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dan Menengah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sckolah
Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

Peraturan Menten Pendidikan dan Kebudavaan Nomor
60 Tahun 2014 tentang Kunikulum 2013 Sekolah
Menengah Kejuruan /Madrasah Aliyah Kejuruan;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan
Pzndidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan
Mesengal,

Peranuran Menten Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;

Peraturan Mentenr Pendidikan dan Rebudavaan Nonnor
ud Tahun 2014 entang Pendidikan Kepramukaan
Sebagai  Kegiatan  Ekstrakurikuler Wajib  Pada
Peadidikan Dasar dan Pendidikan Menengal,

Peraturan Menten Pendidikan dan Kebudavaan Nomor
65 Tahun 2014 entdng Peran Guru Teknologi Informasi
dan Romuiirast daid Guru Keterampilan Kemputer dan
Penpzlolaan Informasi dalam Implementasi Kurikulum
2013;

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

DAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN:

MENETAPHAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN




HKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dzlam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

—

il

=~

s

10.

11.

Pemenntah adalah Pemerintah Pusat.

Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.

Provinsi adalah Provins: Sulawesi Barat.

Pemerintah Daerah adzalah Gubermur sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerali  yang memimpin  pelaksanaan urusan
pemerintahan yang meniadi kewenangan daerah otonom.

f3ubernur adaiah Gubernur Sulawesi Barat.

Pemenntah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di
wilayah Provinsi Sulawesi Barat,

Dinas adalah Perangkat Dacrah yang sesual tugas pokok dan
fungsinya menvelengrarakan dan menangani urusan pendidilkkan di
Provinsi.

Pendidikan adalali vusabha sadar dan terencana yang dilaksanakan
secard  lormal ok T‘.'Jl_"\'-'ujLElikﬁii suasana belajar dan proses
pembelajaran  agar peserta dj_;lil-: secara  aktf mengembangkan
potenst dirinva untuk memiliki kekuatan spiritual  keagamaan,
pengendalian diry, keprbadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dinnya, masvarakat, bangsa dan
negara.

Penyelenpgaraan  Pendidikan  adalah  kegiatan  pengelolaan
komponen sistemn pendidikan pada satuan  pendidikan menengah
dan pendidikan khusus agar proses pendidikan dapat berlangsung
sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. |

Manajemen berbasis sekolah adalah bentuk otonomi manajemen
pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala
sekolah dan pendidik dibantu oleh komite sekolah dalam mengelola
kegiatan pendidikan.

Fasilitasi adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan
masyarakat dalam memberikan kemudahan pelayanan pendidikan
bagi masyarakat dalam bentuk penetapan peraturan, mekanisme,



KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Palam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

sl A

=

10.

11.

Pemenntah adalah Pemernntah Pusat

Daerah adalah Provinsi Sulawest Barat.

Provinsi adalah Provins: Sulawesi Barat.

Pemenmtah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan  Daerahh vang  memunpin  pelaksanaan  urusan
nemerintahan yang menjadi kewenangan dacrah otonom.

Tubernur adaiah Gubernur Sulawesi Barat.

Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di
wilavah Provinsi Sulawesi Barat.

Dinas adalabh  Perangkat Dacrah yang sesuai tugas pokoeik dan
fungsinya menvelengpurakan dan menangani uwrusan pendidikcan di
Provinsi.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang dilaksanakan
seeand formal  untok mewujudkan suasana belajar dan proses
pembeiajaran agar peserta dghk secara aktf mengembangkan
polensl  dirinva untuk  memilikl kelbuatan spiritual  keagamaan,
pengendalian  dini, kepnbadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
kuterampilan  yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan
negara.,

Penyelenggaraan  Pendidikan  adalah  kegiatan  pengelolaan
komponen sistemn pendidikan pada satuan pendidikan menengah
dan pendidikan khusus agar proses pendidikan dapat berlangsung
sesiial dengan tujuan pendidikan nasional. |

Manajemen berbasis sekolah adalah bentuk otonomi manajemen
pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala
sekolah dan pendidik dibantu oleh komite sekolah dalam mengelola
kegiatan pendidikan.

Fasilitasi adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan
masyarakat dalam memberikan kemudahan pelayanan pendidikan
bagi masyarakat dalam bentuk penetapan peraturan, mekanisme,
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13,

14,

19,

20.

2L

penelitian

Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam
penvelenggaraan  sistem  pendidikan nasional oleh  Pemerintah
Daerah, dan penyelenggara pendidikan menengah dan pendidikan
khusus yang didirikan masyarakatl agar proses pendidikan dapat
berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha
mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang
tersedia pada jenjang pe:nﬁidikau menengah dan pendidikan khusus.
Pendidik adalah tenaga kependidikan vang berkualifikasi sebagai
gury, tutor, msiruktur, fasilitator, gun pembunbing khusus, dan
sebutan  lain  yang sesuai  dengan kekhususannya, serta
berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan

Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan
diri dan diangkar unuck menunjang Penvelenggaraan Pendidikan
Orang 1l_1.m adalah  orang  tua kandung ataun wali  yang
bertangpungiawab penuh atas peserta didik.

Pemanvky Kepentmean Pendidikan adalah orang, kelompole orang,
atau organisasi vang memiliki kepentingan danjatau kepedulian
terhadayp pendidikan. =
Musyurakal addatan  kelompolk  warga  negara  indonesia oou-
pemerintah yang mempunvai perhatian dan peranan dalam bidang
pendidikan.

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki kebutuhan
khusus, baik temporer maupun permanen, yang diakibatkan oleh
kondisi politik, sosial, ckonomi dan kelainan, schingga kepadanya
perlu diberikan pendidikan khusus.

Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan
berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan
dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.

Satuen Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang
menyelenggarakan pendidikan formal pada pendidikan menengah
dan pendidikan khusus.

Pendidikan Formal adalah pendidikan menengah dan pendidikan
khusus.



24,

26.)

28,

30.

peserta didik yang memilila tingkat kesuliian dajam mengiao
proses pembelajaran karens kelainan fisik, emosional, mtelektual,
mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat
istimewa.

Pendidikan  inklusif adalah pendidikan vyang memberikan
kesempatan bagl peserta didik berkebutuhan khusus untuk belajar
bersama-sama dengan peserta didik normal pada satuan pendidikan
umum dan pendidikan kejuruan dengan menyediakan sarana,
pendidik  maupun tenaga kependidikan yang sesuai dengan
kebutuhan mereka, dimana mercka mengikuti kurikulum yang
disesuaikan dengan kebutuhannya.

Pendidikan Bertasis Keunggulan Lokal adalah pendidikan yang
diselengearakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan
diperkaya dengan  keungeulan kompetitif danfataun komparatf
Dacrah.

Lembaga Pelatinan Praktik Kejuruan juga dapat disebut Vocational
Traiming Center atau tempat praktik kerja industri adalah lembaga
yang memberikan pelayanan praktik kejuruan bagi pendidik, peserta
didik dan masyarakat sesuai program keahlian tertentu,

Sistern  informasi  pendidikan “adalah  layanan informasi  yang
menyajikas:  Jata  kepeondidikan meliputi lembaga  pendidikan,
kurikulum, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana
dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan Pemerintah Daerah serta
peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang
memeriukan.

Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem
pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai
kumulaiif pemenuhan standar nasional pendidikan yang harus
dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.

Standar mutu penilaian pendidikan adalah standar nasional
pendidikan yang berk:jitan dengan mekanisme, prosedur, dan
instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.




32.

34,

36.

39.

perbagal Unsur Masyardkal Yaiy pouun poiuuineas.

Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang
tea atau wali peserta  didik, komunitas sekolah seria tokoh
masyaraltat yang peduli pendidikan.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai
tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai
pedoman penvelengegaraan kegatan pembelajaran untuk mencapai
tuyuan pendidikan.

Muatan lokal adalah baban kapan pada satuan pendidikan vang
borist muatan dsn proses pembelajaran tentang potensi dan
keumkan lokal yang dimakswdkan untuk membentuk pemahaman
peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat
tngpainya.

Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan
untuk menvelenggarakan dan mengelola pendidikan,

I'endanaon pendidizan adalall penyediaan sumberdaya Reuangan
vang  diperlukan untuk  penyelengesraan dan pengelolaan
pendidikan.

tiaya pendidibon  adalah  komponen dan  besarnye biaya
penyelengearaan dan pengelolaas pendidikan.

Pamhbinraan papdidikan adalah bessarnya biava vang diperlukan
untuk biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan
pengelolaan pendidikan, serta biava pribadi peserta didik.

Anggaran Pendapatan dan Belanjea Dacrah vyang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provins: Sulawesi Barat.

BAB II
RUANG LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Dacrah ini meliputi:

L.
2,

ketentuan umum;

mang linglkup pengaturan;
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10,
11

12.
13

14.

kewenangan;

penyelenggaraan pendidikan;
kurikulum

pendidik dan tenaga kependidikan;
perizinan pendidikan;

pembinaan dan pengawasan;
jenis, sumber, sasaran pembiayaan;
sanksi administratil;

ketentuan penyidikan;

ketentuan pidana;

ketentuan lain-lain; dan

ketentuan penutup.

BAB 1
ASAS, MAKSUD, TUJUAN, FUNGS] DAN PRINSIP

Bagian resatu
Asas

Pasal,3

(1) Asas penyélenepurann pendidika, valtu antara lain;

d,

b.
c.
d.

Ing ngarse sung ftulodho, ing moadya mangun Karsofut  wun
handayani

belajar sepanjang hayat;

kemandirian dalam belajar; dan

kearifan lokal.

(2) Asas pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar
dalam penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 4

Maksud penyelenggaraan pendidikan yaitu dalam rangka menyiapkan
sumberdaya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang



kreatif, mandir, memiliki keunggulan zompetitif dan menjadi masyarakat

demokratis dan bertanggung jawab yang berbasis kearifan lokal.
Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 5

Tujuan penyelenggaraan pendidikan yaitu:

a. meningkatnya akses masyvarakat terhadap pelayanan pendidikan
yang menculkupi, merata, dan terjangkau;

meni.ngkam}-a mutu penyelenggaraan pendidikan dan daya saing
Iuaran pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atauo
kondisi masyarakat;

c. pengelolaan pendidikan secara efisien, efektif, dan akuntabel; dan

d. terselenggaranya pendidikan yang selaras dan berkelanjutan melalus
fasilitasi serta dukungan pembiayaan, sarana prasarana,
peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan seria
prserta didik.

Bagian Keempat
-
Mungsi
Pasal 6

Penyelengparaan Pendidikan berfungs) menyiapkan sumber daya manusia
yang sehat, cerdas, terampil, kreatif, berkarakter, berbudaya, dan
bermartabat.

Bagian Kelima
Prinsip
Pasal 7
Pendidikan diselenggarakan dengan prinsip:

a. demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung
tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, dan nilai kearifan lokal;
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- proses pembudayaan dan  pemberdayaan  peserta didik  vang

berlangsung sepanjang hayat;
pemberian keteladanan, membangun kemauan, dan
mengembangkan serta mengarahkan kreativitas peserta didik dalam

proses pombelajaran;

- peagembangan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi

segenap warga masyarakat; dan
pemberdayaan  masyarakar melalui  peran  serta  dalam

penyelenggaraan pendidikan.

BAB IV
KEWENANGAN

Pasal 8

(i) Kewenangan Provins: dalam  penyelenggaraan urusan  wajib

pemerintahan bidang peadidikan, meliput:

A

b

pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
penetapan kunkuhnm muatan lokal pendidikan menengall  cdan
pendidikan khusus; -

pemindahan  pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah

ikabupaten [lkota;

. penerbitan izin pendidikan menengah dan pendidikan khusus vang

diselenggarakan oleh masyarakat; dan
pembindan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah
kabupaten/kota.

(2) Untuk melaksanakan lingkup kewenangan yang menjadi urusan
Pemerintahan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemerintah Daerah mengatur:

a. pembinaan dan penpawasan; dan

b. jenis, sumber dan sasaran pembiayaan.
(3) Pembinaan bahasa dan sastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e diatur dengan Peraturan Gubernur.



FENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Gubernur bertanggung jawab menyelenggarakan sistem  pendidikan
nasional di Daerahnyva serta merumuskan dan menetapkan kehijakan

Daerah bidang pendidikan serta aspek tata kelola sesuai kewenangan.

(L]

Pasal 10

hebijakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal Y merupakan
periiabaran dan kebijakan nasional pada bidang pendidikan dengan
mempernatikan kebutuhan Daerah dan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undanegan.

| Kebijakan Daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1] dilakukan dalam bentak antara lain:

#. perluasan akses dan aksesibilitas lavanan pendidilsan vang merata
bermutyu dan proporsional;

b. peningkatan muow pendidik dafi tenaga kependidikan vaneg inovatil
don kreatif;

c. pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran;

d. penyediaan bantuan/subsidi keterjangkavan layanan pendidikan;

@ penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha;

f. penataan struktur keiembagaan dan akuntabilitas pengelolaan
pendidikan,;

g- penyusunan dan penectapan kurikulum muatan lokal;

h. pendataan pendidik dan tenaga kependidikan; dan

i. penyusunan dan penetapan kalender pendidikan.

(3) Dalam melaksanakan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dalam
penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan bidang pendidikan,
melakukan: .

a. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dalam



)

(o)

b

“
)

peningkatan kualitas sarana den prasarana pendidikan dalam
rangka mewujudlkan pendidikan vang kondusif, efektif dan
bermutu

peningkatan pemerataan dan perluasan akses serta aksesibilitas
pendidikan, peningkatan  mutu, peningkatan tata  kelola,
akuntabilitas, dan citra publik pengelolaan pendidikan;

peningkatan relevansi dan daya saing keluaran pendidikan melalu
kerjasama dengan dunia usaha dan/atau unsur pemangku
kepentingan lainnya;

menggali dan memberdayakan seluruh potensi internal maupun
cksternal guna menghasilkan pendidikan yang efekf dan produlktif;
peningkatan kinerja dan profesionalisme pendidik dan tenaga
kependdikan serta institusi pendidikan melalui pemberian
kesejahteraan dan penghargaan sesuai Ketentuan;

koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan,
pengembangan tenaga kependidikan dan penyediaan fasilitas
penyvelenggaraan pendidikan;

pemberian dukungan sumber dava terhadap peserta didik yang
perprestasi;

yurumajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan
nasional unituk tingkat Provinsi; dan

penentuan hari efekdf sekolah. =

Substansl kebijakan Daerah Lidang pendidikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) ditutangkan dan/atau selaras dengan:

a.
b.
C.

d.

L.

rencana pembangunan jangka panjang Daerah;

rencana pembangunan jangka menengah Daerah;

rencana kerja Pemerintah Dacrah;

rencana stratepis perangkat Daerah vang membidangi pendidikan;
rencara  kerja dan anggaran lahunan Daerah pada bidang
pendidikan; dan

kebijakan regulasi Daerah yang terkait.

Kebijakan Daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
{2) merupakan pedoman bagi:

a.
b.

pemenntah Daerah dalam penyelenggaraannya;
penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat;



d. dewan pendidikan Provinsi;

komile sekolah atau nama lain yang sejenis;

f. peserta didik;
g. orang tua/wall peseria didik;
h. pendidik dan tenaga kependidikan; dan
i. pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan.
Pasal 11
Pemenntah Daerah mengarahkan, membimbing, mengawasi,

mengoordinasi, —memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan
penyelenggara satuan  pendidikan sesuai kebijakan Daerah dibidang
pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

Pasal 12

Gubernur menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan standar
pelavanan minimal bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
Pasal 13

(1) Gubernur sesuail kewenangannya melakukan dan/atau memfasilitasi
penjaminan mutu peididikan dengan berpedoman  pada kebijakan
nasional pendidikan dan standar nasional pcndidikﬁn

(2) Dalam melaksanakan tupgasnya scbagaimana dimaksud pada avat (1),
yubernur berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang
melaksanakan magas penjaminan mutu pendidikan.

(3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Gubernur mengoordinasikan dan memfasilitasi:

a. sertifikasi kompetensi peserta didik;
b. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
¢. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

Pasal 14

(1) Gubernur melakukan perbinaan berkelanjutan kepada peserta didik
yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk
mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni,

dan/atan alahraea nada tinckat Provinsi



(2)

(3}

(4

(1)

(1)

Untuk menumbuhkan iklim kompetitif vang kondusif bagi
pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Gubernur menyelenggarakan dan/atau memiasilitasi secara teratur
dan berjenjang kompetisi dibidang:

a. ilmu pengetahuan,

b. teknologi;

c. seni; dan/atau

d. olahraga.

Gubernur memberikan penghargaan kepada peserta didik sebagaimana
dimalsud pada ayat (1) dan ayat (2) vang meraih prestasi pada tingkat:

4. provinsi; dan/atau

b. nasional; dan/atau

©.  internasional.

Bentuk dan tata cara pelaksanaan pembinaan berkelanjutan dan
penyelengparaan serta fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat {2} diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
Pasal 13

Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan nasional di
Daerah, Gubermur mengembangkan dan melaksanakan sistem
informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
Sistem informasi pendidikan sebapaimana dimaksud pada avat (1)
terupakan subsistom datf sistem informasi pendidikan nasional.
Sistern informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) memberikan akses dan aksesibilitas berupa informasi
administrasi pendidikan dan sumber pembelajaran kepada satuan
pendidikan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.
Bagian Ketiga
Penyslenggaraan Pendidikan Menengah

Pasal 16

Penyelenggaraan pendidikan menengah bertujuan memajukan
pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menerapkan
manajemen berbasis sekolah.



a. nirlaba, yaitu prinsip kegiatan satuan pendidikan yang bertujuan
utama tidak menecari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil
kegiatan satuan pendidikan harus digunakan untuk meningkatican
kapasitas dan/atau mutu layanan satuan pendidikan;

‘b. akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen satuan pendidikan
untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan
kepada pemangku kepentingan sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

'c. peniaminan mutu, yait kegiatan sistemik satuan pendidikan
dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi
atau melampeni Standar Nasional Pendidikan secara berkelanjutan;

d. transparansi, vyaitu keterbukaan dan kemampuan satuan
p:fndidi'kan menyajikkan informasi vang relevan secara tepat waktu
sesual denpan peraturan perundang-undangan dan  standar
pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan; dan

e, akses berkeadilan, yaimi memberikan layanan pendidikan formal

kepada calon peserta didik dan peserta didik tanpa pengecualian,
Pasal 17

(1) Satuan pendidikan menengah sesual dengan kewenangannya wajib
memberikan luyanan pendidikan kepada calon peserta didik dan
peserta didik, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis,
gender, status sosial, kemampuan ekonomi, dan vang membutuhkan
pendidikan khusus.

(2) Satuan pendidikan menengah yang diselenpggarakan oleh Pemerintah
Dacrah sesual dengan kewenangannya wajib mengalokasikan tempat
bagi calon peserta didik berkewarganegaraan Indonesia, yang
memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara
ekonomi, paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah
keseluruhan peserta didik baru.

(3) Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Dacrah sesuai dengan kewenangannya wajib menyediakan bantuan
biaya pendidikan bagi peserta didik berkewarganegaraan Indonesia
yang tidak mampu secara ekonomi dan vang orang tua atau pihak

vang membiayal tidak mampu secara ekonomi.



(4) Bantuan biava pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
diberikan kepada paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumiah
seluruh peserta didik.

(5] Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemenntah
Duerah sesuat dengan kewenangannya wajib menyediakan beasiswa
bagi peserta didik berkewarganegaraan Indonesia yang berprestasi.

(6) Satuan  pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh

' masyarakat, mengacu dan memperimbangkan keselarasan
penerapan ketentuan atas satuan pendidikan menengah yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) sampai dengan ayat (3).

(7) Tata cara pembenan layanan pendidikan dan kriteria penentuan
20% (dua puluh persenj calon peserta didik, penerima bantuan biaya
pendidikan dan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
cumpai dengan ayat (6] diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Gubernur.

Pasal 15

Satuan pendicdikan menengah wajib menetapkan kebijakan tata kelola
pendidikan untuk menjamin  efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas
pengelolzan pendidikan yvang mengikat

#. satuan ;Jt;‘miirlikan:

L. limbaga represciilas] pemangie  kepeutingan  peadidikan pada

satuan pendidikan;

c. orang tua/wall peserta didik di satuan pendidilean;

d. pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan; dan

e. pihak lain yang terikat dengan satuan pencidikan.

Pasal 19

Satuan pendidikan menengzh yang diselenggarakan Pemerintah Daerah
memiliki paling sedikit 2 (dua) organ yang terdiri atas:
a. kepala  sekolah  yang menjalankan fungsi manajemen  satan
pendidikan menengah; dan
b. komite sekolah yang menjalankan fungsi pertimbangan, pengarahan,
dukungan, dan pengawasan akademik.



Pasal 20

(1) Pengelolaan satuan pendidikan menenpah vang diselenggarakan oleh
Pemerintah atau Pemerintah Daerah menggunakan tata kelola sebagai
berikut:

a. kepala sekolah m:njalanka-.n manajemen berbasis sekolah untuk
dan atas nama Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

b. komite sckolah memberni pertimbangan, arahan dan dukungan
finansial, tenags, sarana dan prasarana, serta pengawasan
pendidikan kepada dan terhadap kepaia sekolah.

(2) Manejemen berbasis sckolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kuruf & merupakan kewenangan kepala sekolah menentukan secara
mandirt untuk satuan pendidikan yang dikelolanya dalam bidang
marajemen, yang meliputi:

a. rencana strategis dan operasional;

b. struktur organisasi dan tata kerja;

¢. sistem audit dan pengawasan internal; dan

d. sistem penjaminan muna internal

(3) Tata cara pengelolaan satuan pendidikan menengah sebagaimana
dimaksud pada avat (1) diatar lebih lanjut dalaun Peraturan Gubernur.

Pasal 21 ’

(1} Organ dan pengelolaan satuan pendidikan menengah wang
diselenggarakan oleh masyarakat menggunakan tata kelola yang
ditetapkan olch badan hukum nirlaba vang sah berdasarkan
ketentuan peraturan pcn{nd,ang-undangmu.

(2) Pengelolaan satuan pandidikan sebzgaimana dimaksud pada ayat (1)

" diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagaimana diatur dalam
Pasal 18 ayat (2).

Pasal 22

(1) Akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan
wajib diwajudkan paling sedikit dengan:
a. menyelenggarakan tata kelola saman pendidikan berdasarkan

mriricin tata balala catisan mandidilen cschanaimana dimelrond dalarm



b. menyeimbangkan jumlah peserta didik, kapasitas sarana dan
prasarana, pendidik, tenaga kependidikan serta sumber dava
lainnva;

¢. menyelenggarakan pendidikan tidak secara komersial; dan

d. menyusun laporan penyeienggaraan pendidikan dan laporan
keuangan. tepat waktu,iransparan, dan akuntabel sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Mekanisme alkuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan satuan
pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut
dalam Pe-aturan Gubemur.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Pendidikan Khusus
Paragraf 1

Umum
Pasal 23

Pendidikan khusus merupakan pendidiban bagi peserta didik yang
memiliki “inpgkat kesulitan dalam mengilani proses pembelajaran karend
kelainan  fisik, emosional, mental, sosial, danfatau memiliki | potensi
kecerdasan dan bakat istimewa.

Paragral 2
& -

Pendidikan Khusus Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus
Pasal 24

(1) Pendidikan khusus bagl peserta didik berkebutuhan khusus
berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang
memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena
kelainan fisik, emosional, mental, inteiektual, dan fatau sosial.

(2) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus
bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara
optimal sesuai Kemampuannya.

(3) Peserla didik berkebutuhan khusus terdiri atas peserta didik yang:

a. tunanetra;

b. tunarungu;



e. tunadaksa;

f. tunalaras;

g. berkesulitan belajar;
h. lambat belajar;

i. lauts;

j. memiliki gangguan motonik;

k. menjadi korban penyalahgunaan narketika, obat terlarang, dan zat
adiktif lain; dan

. memiliki kebutuban lain.

(4] Kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga
berwujud gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis kebutuhan, yang
disebut tuna ganda.

Pasal 25

(1} Pendidikan khusus bagl peserta didik berkebutuhan khusus dapat
diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang
pendidilean dasar dan menengah

(2) Penyelenpggaraan pendidikan knusus dapat dilakukan melalul satuan
pendidikan khusus, satuan pendidikan umum danfatau satuan
pendidikan kejuruan.

(33 Anak  berkebutuhan Yhusus dapat mengikuti pendidikan  pada
satuan pendidikan umum danfatau satuan pendidikan kejuruan
subagaimana dimadooud pada ayat (2) delam bentuk pendidikan
inklusif.

{4 Tata cara penyelenggaraan program pendidikan khusus pada satuan
pendidikan khusus dan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan

umum dan satuan pendidikan kejuruan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur,
Pasal 26

(1) Gubernur menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan
pendidilkan khusus untuk setiap jenis kebutuhan dan pendidikan
mklusif sebagai model sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

(2) Gubernur membantu tersedianya sumberdaya pendidikan yang
berkaitan dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus



pada pendidikan khusus dan pendidikan inkhusif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27

Pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khususpada jalur
formal dizelenpparakan melalui:

#. satuan pendidikan anak usia ding;

b. satuan pendidikan dasar; dan

¢ satuan pendidikan menengah.
Pasal 28

(1) Satuan pendidikan khusus formal bagl peseria didik berkebutuhan
khusus untuk pendidikan anak usia dini berbentuk taman kanak-
kanak luar biasa atau sebutan lain untuk satian pendidikan yang
sejenis dan sederajat.

(2] Satian pendidikan khusus bagl peserta didik berkebutuhan khusus
pada jenjang pendidikan dasar terdin atas:

. sekolah dasar luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan
yang sejenis dan sederajat; dan

. seknlah menengah pertama luar biasa atau sebutan lain untuk
satuan pendidikan vang scienis dan sederajar.

(3} Batuan pendidikan khusus bapi peserta didik berkebutihan khusus
pada jenjang pendidikan menengah adalah sekolah menengah atas
luar biasa, sekolah menengah kejuruan luar biasa, atau sebutan lain
untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.

(4] Fenyelenggaraan satuan pendidikan khusus dapat dilaksanakan
secara terintegrasi antar jenjang pendidikan dan/atau antar jenis
kebutuhan.

(5] Pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus dapat
diselenggarakan ocleh satuan pendidikan pada jalur pendidikan

nonformal,

Paragral 3
Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan
dan/atau Bakat Istimewa



Pasal 29

{1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi
kecerdasan dan/atau bakar istimewa, berfungs: mengembangkan
potenisi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai
dengan karakteristik keistimewaannya.

(2) Pendidikan khusus bagl peserta didik yanz memiliki  potensi
‘kecerdasan dan/atau bakat istimewa, bertujuan mengaktualisasikan
seluruh potensi keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan
perkembangan Kecerdasan spinitual, mtelekiual, emosional, sosial,

estetik, kinestetik, dan kecerdasan lain.
Pasal 30

(1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi
lkecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada
satuan pendidikan formal taman kanalk, sekolah dasar, Sekolah
ienengah Pertama, SMA/SMK dan sederajat.

(2] Program pendidikan khusus bagi peserta didik vang memiliki potens:
kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat berupa:

A, program percepatan; dan/atau

b. program pengayaan.

(3) Program percepalan Sﬁbil;j‘ldl.l'ﬂﬂ.ﬂ& dimaksud pada ayat (2) dilakukan
dengan ketentuan:

a. peserta didik memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa
yang dinlkur dengan tes psikologi,

b. peserta didik memiliki prestasi akademik tinggi dan/atau bakat
istimewa di bidang seni dan/atau olahraga; dan

¢. satuan pendidikan penyelenggara telah atau hampir memenuhi

" standar nasional pendidikan,

(4] Program percepatan sebagaimana dimaksud pada :iyat (3) dilalaukan
sesuail dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang
memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] dapat dilakukan dalam bentuk:

a. kelas biasa; . |

L lralen Ehiavnssns mbass



(B) Penentuan satuan pendidikan penyelenggara yang telah atau hampir

memenuhi standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huraf ¢, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 31

Gubernur menyelenggarakan paling sedikit 1 (satm) satuan pendidikan

khusus hagi peserta didik vang memiliki potensi kecerdasan dan/atan
bakat istimewa. *

Pasal 32

Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan

dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan cleh satuan pendidikan

pada jalur pendidikan nonformal.

(1)

(2)

3

BAB VI
KURIKULUM

Pasal 33

Baman Kesatn

UMUM
Pelaksanaan  kurikulum  berpedoman  pada _Standar Nasional
Pzndidikan dan dimungkinkan untuk menerapkan standar
internasional sesuai dengan ketentman peraturan perundang-
undangan.
YWerangka dasar pelaksanaan Kurikulum sebagaimana dimaksud
pada ayat |1} digunakan sa_ebaga.i:
acuan dalam pengembangan Struktur Kurikulum pada tingkat

nasional;

. acuan dalam pengembangan muatan lokal pada tingkat daerah; dan

pedoman dalam  pengembangan Kurikulum tingkat Satuan
Pendidikan.

Pengembangan Kurikulum pada setiap Satuan Pendidikan
disesuaikan dengan kebutuhan Peserta Didik dan potensi Satuan
Pendidikan sesuai kewenangannya.



Bagian Kedua
Kurikulum Muatal Lokal
Paragraf 1

Umum

Pasal 34

Setiap satuan pendidikan yvang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah,

wajib menyusun kurikulum muatan lokal sesuai standar nasional

pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi
dan/atau keunikan lokal.

e

%M’ﬁ

Pasal 35

(1) Setiap satuan pendidikan memiliki kurikulum muatan lokal sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kurikvlum muatan jokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disusun oleh satuan pendidikan bersama komite.
(2) Kurikuluin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh
Gubernur melalui Kepala Dinas.
(8) Kurikulum  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
pengawasan cleh Dinas.
(51 Penyusunan kurikulum muatan lokal berbasis kompetensi dengan
memperhatikan: =
| .;E.J.I'Ilq':'q.;
b. peningkatan iman dan tagwa,
@ penerapan nilai-nilai luhur budaya daerah;

. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat Peserta Didik;

[l

]

keragaman potensi daerah dan lingkungan;
J. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
tuntutan dunia kerja;
h. pendidikan budi pekerti;
i. perkembangan ilmu, teknclogi, dan seni;
i. dinamika perkembangan glabal; dan/atan;
k. persatuan nasional serta nilai-nilai kebangsaan.
(6) Syarat, tata cara, dan bentuk kurikulum muatan lokal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), diatur lebih lanjut



Bagian Kedua
Tujuan Muatan Lokal

Pasal 36

Muatan lokal bertujuan untuk membentuk pemahaman terhadap potensi
Daerah masing-masing yang bermanfaat untuk membenkan bekal sikap,
perilaku, ews kega, pengetahuan, dan keterampilan kepada peserta didik
agar:
a. mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya dan nilai
spirithal setempat; dan
b. melestarikan dan mengembangkan keunggulan serta kearifan loked
yvang berguna bagi diri dan lingkungan dalam rangka menunjang
pembangunan Daerah dan pembangunan nasional.
Bagian Ketiga
Prinsip Pengembangan Muatan Lokal

Pasal 37

Pengembangan muatan  lokal untuk satuan  pendidikan  selain
mermperhatitan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum tingkat satuan
pendidikan juga memperhatikan prinsip-pninsip:

a. kesesuaian denpan perkembangan peserta didik;

. keutuhan dalam pengembangan semua kompetensi;

c. Relaibilitng dalam jenis, bentuk, dan pengaturan walchs; dan

d. kebermanfaatan untuk kepentingan nasional dan menghadapi

tantangan global.
: Bagian Keempat
Lingkup dan Mekanisme
Pasal 38

(1) Potensi dan keunikan lokal terkait kurikulum muatan lokal, terdiri
atas:

a. lingknp muatan lokal; dan

b. jenis muatan lokal.

(2) Lingkup muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
antara lain meliputi:



b. kebutuhat. dacrah; dan

¢. isi/jenis muatan lokal.

(3) Jenis muztan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dapat berupa:

bahasa Daerah;

g F

kesenian Daerah;

keterampilan dan kerajinan Daeral;

adat istiadat;

pengetahuan tentang berbagai ciri khas lingkungan alam selatar;

dan

o o n

f. hal-hal lain yang dianggap perlu untuk pengembangan potensi dan
kebutuhan Daerah yang bersanghkutan.

(4) Muatan lokal vang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya dan/atau satuan pendidikan dapat
herbentuk seiumlah bahan kajian terhadap keunggulan dan keanifan
el masing-masing yang menjadi:

a. baman mata pelajaran kelompok B pada struktur lurikulum;
clav/atay

L. mata pelajeran vang berdini sendiri pada kelompok B sebagai mata
pelajaran muatan lokal dalam hal pengintegrasian fidak dapat
dillakoukan.

(5) Lingkup muatan lokel baik yang menjadi bagian mata pelajaran
mavpun berupa mata pelajaran yang berdin sendin  sekurang-
rurangnyva terdin atas:

a. kompetensi dasar yang mengacu pada kompetensi inti;

b. silabus yang memuat pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan
penilaian otentik; dan

c. buku teks pelajaran seperti buku siswa dan buku guru yang
berbasis aktivitas, '

Pasal 39

Mekanisme dan lingkup petmnusan dan pengembangan, pelaksanaan, dan
daya dukung kurikulum muatan lokal serta evaluasinya, diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Gubernur.



BAB VII
PERIZINAN PENDIDIKAN

Pasal 40

(1) Setiap pendirian satuan pendidikan formal wajib memperoleh izin
dari Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Syarat-syarat pendirian satuan pendidikan formal meliputi:

4. isi pendidikan;

b. jumlah den kualifikasi pendidik dan tenapga kependidikan;

c. sarana dan prasarana pendidikan;

==

pembiayaan pendidikan;
e. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan

:—'"I

manajemen dan proses pendidikan.

(3) Syarat-syarat scbapaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman
pada ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan.

(4) Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penditan
satuan pendidikan harus melampirkan:

4. husil studi kelayakan tentang prospek pendinan satuan pendidikan
formal dari segi tata ruang, peografis, dan ekologis;

b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan
forniu dari segi prospek pendaftar, kevangan, sosial, dan budaya;

¢. dola mengenal perimbangan antara jumlah satuan pendidikan
formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;

d. data mengena perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di
antars gugus satuan pendidikan formal sejenis;

e. data mengenal kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan

. satuan pendidikan formal sejenis yang ada;

f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan
pendidikan paling sedikit untuk 1 {satu) tahun akademik berikutnya;
dan

g. data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau bangunan satuan

pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang

sah sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas
nama Pemerintah Daerah atau badan penyelenggara.



(5} Khusus untuk pendinan satuan pendidikan pada jenis pendidikan

kejuruan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(4] ditambah dengen ketentuan sebagai berikut:

tersedianya sarana can prasarana praktik yang sesual dengan
kejuruannya;

adanya potensi sumber daya wilayah yang memerlukan keahlian
kejuruan tertentu;

adanya potensi lapangan kerja;

. adanya pemetaan satuan pendidikan sejenis di wilayah tersebut;

dan

. adanya dukungan masyarakat dan dunia usaha yang dibuktikan

dengan dokumen tertulis dari masyarakat dan dunia usaha.

Pa=al 41

(1} Persvaratan pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud

dalamm pasal 54 ayat (2) dan ayat {J) dituangkan dalam rencana

induk pengembangan satuan pendidikan.

(2] Rencana mduk pengembangan satuan pendidikan sebagaimana

dirnaksud pada ayal (1) merupakan pedoman dasar pengembangan
satuan pendidikan untuk jangka wakta paling singkat 5 (lima)

tahun:

(3) Rencana induk pengembangan satuan pendidikan sebagaimana

]
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dirnaksud pada ayat (1) terdin atas;
visi dan misi;

runkulum;

peserta didilk;

pendidik dan tenaga kependidikan;
sarana dan prasarana;

pendanaan;

organisasi

. manajemen satuan pendidikan; dan

peran serta masyarakat.

Pasal 42

(1) Penambahan  dan/atau  perubahan  jurusan/bidang/program



kelayakan  jurusan/bidang/program  keahhan  sebagaimana
persyaratan pendirian SMA /SME/PK.

(2) Perubahan jurusan/bidang/program keahlian dalam lingkup 1 (satu)
jurusan/bidang/program keahlian ditetapkan oleh Kepala Dinas
sesual dengan kewenangannya.

(3) Sctiap usul penambahan dan/atau perubahan
jurusan/bidang/program keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) disertai proposal.

(4) Bentuk dan tata cara penyusunan propesal sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 43

(1} Peputupan/pencabutan  izin pendirian SMA/SMK/PK dilakukan
apabila:

a. SMA/SMK/PK sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satnan
pendidikan; dan/atan

b, SMA/EMEK/PK audah icak menvelenggarakan kematan
prmbelajaran.

(2] Penutupan/pencabutan _ igin  pendirian SMA/SMK/PK  vang
dliselenggarakan olch Pemerintah Daerah dilakukan oleh Gubernur

berdasarkan usul Kepala Dinas.

Pasal 44

Tata cara pemberian izn pendirian, penambahan dan/atan perubahan

jurusan/bidang/program keahlian scrta penutupan SMA/SMK/PK diatur
lebih lanjut dalam Peraturan Gubemnur.

BAB VIII
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 45

(1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan

e i |
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(2) Pendidik  merupakan tenaga  profesional yang  bertugas
terencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai
hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.

(3) Pendidili menjalankan tugas pada jenjang pendidikan menengah dan
pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
dan masyarakat.

(4] Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi,
pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis
untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan yang
berkuahiikasi sebagai pengawas, kepala sekaolah, wakil kepala
sekolah, laboran, pustakawan, teknisi sumber belajar, konselor,
psilolog, tenaga sosial, terapis, dan sebutan lain vang sesuai dengan
kekhususunnya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan
pendidilcan,

(5) Pendid:k dan tenaga kependidikan harus memenuhi kualifikasi dan
kompetensi yang teiah ditentukan.

Bagian Kedua
Persyaratnn Pendidik dan Tenaga Kependidikan
‘aragrafl 1
Persyaratan Pendidik

Pasal 46

»

(1) Pendidike harus memiliki kualifikasi akademik dan  kompetensi
sebagai apen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki
kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

(2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (])
merupakan tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh
seorang pendidik vang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat
keahlian yang relevan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan
menengah dan pendidikan khusus, meliputi:

a. kompetensi pedagogik;

b. kompetensi kepribadian;

¢. kompetensi profesional; dan



(4) Kualifikasi akadernik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran

(5)

.

scbagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3)

dikembangkan sesuai peraturan perundang-undangan.
Pendidik pada SMA /SMK/PK memiliki:
kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-TV)
atau sarjana (3-1);
latar belakang pendidikan tinggi dengan programpendidikan yang
sesuai dengan mata pelajaran vang diajarkan; dan
sertifikat profesi guru untmak SMA/SMK/PK.
Paragraf 2
Persyaratan Tenaga Kependidikan

Pasal 47

(1) Tenaga kependidikan pada SMA/SMK/PK terdiri atas:

B

. kepala sckolah;

. walkil kepala selolah;
. tenaga perpustalkaan;
. tenapa laboratorium,

. tekmisi sumber belajar;

tenasa  administrasi  dan kenanganitenaga  kebersihan dan
leamanan;

konselor; dan »

. psikolog, tenaga sosial, terapis (Ph).

Persyaratan/Knitena untuk menjadi kepala SMA/SMK/PK
neliputi:

a. berstalus sebagai guru SMA /SMK/PK;
b. miemiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai kepala sekolah;

.

(3)

riemiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun
di SMA/SMK/FK;

memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan bidang
pendidikan; dan

telah memiliki sertifikat calon kepala sekolah.

Dalam hal SMA/SMK/PK sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berstatus  negeri, n]raka kepala sekolah bersangkutan harus
berstatus pegawai negen sipil.



(4) Persyaratan /kriteria untuk setiap jenis tenaga kependidikan
scbagwimane dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Pasai 48

(1) Pengawasan pada pendidikan formal dilakukan oleh pengawas
satuan pendidikan/mata pelajaran/kelompok mata pelajaran.

(2) Kriteria minimal untuk menjadi pengawas satuan pendidikan/mata
pelajaran [ kelompelc mata pelajaran meliputi:

a. Lerstatus sebagai guru sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun atau
kepala sekolah sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun pada jenjang
pendidikan yang sesuai dengan satuan pendidikan yang diawasi;

b. memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagal pengawas;

. memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai pengawas satuan
pendidikan /mata pelajaran fkelompok mata pelajaran; dan

¢ dinyatakan lulus seleksi sebagai pengawas satuan pendidikan/mata
pelajaran/mampun mata pelajaran.

{3) Kriteria pengawas satuan pendidikan/mata pelajaran/mumpun mata
pelajaran  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayar (2)
dikembangkan sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikanh

Pasal 49

(1) Untuk mendorong tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan
yvang berkualitas dan profesional sesuai kebutuhan dan dinamika
yang dihadapi, perlu mengatur hak dan kewajiban pendidik dan
tenapa kependidikan,

{2) Hak pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan
jaminan kesejahteraan sosial;

b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan
prestasi kerja;

c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas



d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;

e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran
untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;

f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan 1kut
menentukan kelulusan, penghargaan, danfatau sanksi kepada
peserta didile sesual dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan
peratwan perundang-undangan;

g. memperoleh rasa aman dan janinan keselamatan dalam
melaicsanakan tugas;

h. memaliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;

1. meniliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan
pendidikan;

j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan
xualifikasi akedemik dan I:Lumpetensl; dan fatau

k. memperoleh  pelatihan  dan  pengembangan  profesi  dalam
bidangnya.

(3} Kewajiban  pendidik  dan  tenaga kependidikan sebagaimana
dimaksud pada ovat (1) meliput:

a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran
yang bermmatu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;

b, meningkatkan dan mengembangkan  kualifikasi akademik dan

kompetensi secara berkelanjutan sejolan dengan perkembangan ilmu

pengetalhiaan, teknologi, dan seni;

bertindak objekufl dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan

jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau

latar belakang keluarga, dan status sosial ckonomi peserta didik

:.1

dalam pembelajaran;
.d. menjunjung tinggi norma hukum/peraturan perundang-undangan,
norma dan nilai-nilai agama, norima ectika, serta kode etik guru; dan
€. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
Bagian Keempat
Pengadaan, Pengangkatan dan Penempatan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan



Pasal 50

(1} Pemerintah Daerah menyusun perencanaan kebutuhan dan
pengadaan serta pﬂngaj{gkatzm sekaligus penempatan pendidik dan
tenaga kependidikan.

{2) Tata cara penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan serta
pengangkatan  sekaligus pencmpatan  pendidik dan  tenapga
kependidikan pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan

rxhusus diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Pernindahan dan Pemberhentian
Pasal 51

Pemindahan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan
pegawai negeri sipil vang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan

masyarakat dilaksanakan oleh Gubernur.
Pasal 52

(1) Pemindahan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan
vang diangkat oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Gubernur
atas usul pejabat vang ditunjuk menuarut ljr:lcnluan peraturan
perundang-undangan.

(2] Pemindahan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan
pada satmian pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat
dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan
yang bersangloutan menurut perjanjian kerja atau kesepakatan kerja
bersama menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

" [3) Pemberhentian dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri bagi
pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh masyarakat memperoleh kompensasi finansial
sesual perjanjian kerja danj/atau kesepakatan kerja bersama
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4] Ketentuan mengenai pemindahan dan pemberhentian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam
Peratiirarn M rhermoar



Bagian Keenam
Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 53

(1) Gubernur membina dan mengembangkan profesi dan karier pendidik
dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang
diselenpggaralkan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina
dan mengembangkan profesi dan karier pendidik dan tenaga
kepundidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.

(3) Pemerintah Daerah membantu pembinaan dan pengembangan
profesi dan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan
pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

(4} Pembinnan darn pengembangan profesi pendidik dan tenaga
kependidikan sebapaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melahyi jabatan Pungsional yamg meliputi peningkatan kompetensi
pedagogk, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan
kompetenst profesional.

{5) Pembinaan dan pengembangan hkarier pendidik  sebagaimana
dimmaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan
pangkat/golongan/jabatan, dan promos! lainnya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan. i

Baman Ketujuh

Gaji dan Tambahan Penghasilan
Pasal 54

(1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak berstatus sebagai
pegawzi negeri sipil memperoleh gaji menurut perjanjian kerja atau
itesepakatan kerja bersama.

(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi
pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kemampuan keuangan
Daerah.

(2) Ketentuan tentang tambahan penghasilan bagi pendidik dan tenaga
kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih



Bagian Kedelapan
Penghargaan

Pasal 55

(1) Pemerintah  Daerah  dan/atau penyelenggara satuan pendidikan
memberikan penghargaan kepada Pendidik dan tenaga kependidikan
atas dasar presiasi kerja, pengabdian, kesetiaan kepada negara
dan/atau lembaga, berjasa terhadap negara, menghasilkan karya
yang luar biasa, dan/atau meninggal dunia pada saat melaksanakan
tugas.

(2) Penghargaan sebegaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
kenaikan pangkat, tanda jasa, promosi, piagam, vang dan/atau
bentuk penghargaan lainnya.

(3) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kesembilan

Perlindungan
Pasal 56

(1} Pernerintah Daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan
pendidikan  wajib membperikan perlindungan terhadap pendidik
dalam pelaksanaan tugas. g

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. perlindungan hulaam,

b. perlindungan profesi; serta

c. perlindungan keselamatan dan kesehatan kera.

(3) Tata cara pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatar lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kesepuluh

Larangan

Pasal 57

(1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang
diselenggarakan olch Pemerintah Daerah baik perseorangan maupun
kolelctif ailarang:



a. menjual buku teks, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian
seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;

b. melakukan segala sesuatu balk secara langsung maupun tidak
langsung yang mencederai integritas seleksit penernimaan peserta
didik baru;

c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tdak
langsung yang mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta
didik; dan/atau

d. melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung
maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

{2) Larangan sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b dan huruf ¢
berlaku juga bagl pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan
pendidikan yang diselenpgarakan oleh masyarakat.

(3) Lingkup pungutan vang dilarang dan bertentangan dengan
l:etentuan peraturan perundang undangan sebagaimana dimalksud
pada ayat (1) hurul & hingga hurufl d diatur lebih lanjut dalam

Peraturan Gubernur,

BAB X
PERIZINAN PENDIDIEAN

Pasal 58

il) Setiap pendirian satuan pendidikan formal wajib memperoleh izin
dart Gubernur dengan berpedeman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2] Byarat-syarat pendirian satuan pendidikan formal meliputi:

a. 1si pendidikan;

b. jumlah dan kuahfikasi pendidik dan tenaga kependidikan;

sarana dan prasarana pendidikan;

i

d. pembiavaan pendidikan;

«. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan

f. manajemen dan proses pendidikan.

(3) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman
pada ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan.



(4) Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pendinan

el.

o

satuan pendidikan harus melampirkan:

hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan
formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;

hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan
formal dani segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;

. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan

formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;

. data mengenal perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di

antara gugus satuan pendidikan formal sejenis;

data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan
satuan pendidilan formal sejenis yang ada;

data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan
pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya;
dan

data mengenai status kepemilikan tanah dan/atan bangunan satuan
pendidikan harms dibultikan dengan dokumen kepemilikan yang
sah sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas

nama Pemerintal: Daerah atau badan penyelenpgara.

(5) Khusus untuk pendirian satuan pendidikan pada jems pendidikan

el

Lejuruan persyaraten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan avat
[t} - B H 1 J

() ditambal: dengan ketentuan sebagai beriloat:

izrsedianya sarana dan prasarana praktik yang sesuai dengan

kejurnannya;

. adanya potensi sumber daya wilayah yang memerlukan keahlian

kejuruan tertentu;

adanya potensi lapangan kerja;

d. adanya pemetaan satuan pendidikan sejenis di wilayah tersebut; dan

- adanya dukungan masyarakat dan dunia usaha yang dibuktikan

dengan dokumen tertulis dari masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 59

(1) Persyaratan pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud

daiam pasal 60 ayat (2) dan ayat (5) dituangkan dalam rencana
indulk pengembangan satuan pendidikan.



(2) Rencana induk pengembangan satuan pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dasar pengembangan
satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima)
tahun:

(3) Fencana induk pengembangan satuan pendidikan scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdini atas:

a. visi dan misi;

b. kurikuham;

c. peserta didik;

d. pendidik dan tenaga kependidikan;
c. sarana dan prasarana;

. pendanaan;

g. organisasi;
h. manajemen satuan pendidikan; dan

i. peran serta masyarakat.
Pasal 60U

(1) Penambahan  danfatau  perubahan  jurusan/bidang/program
keahlian dapat dilakukan setelah memenuha persyaratan studi
kelavakan  jurusan/hidang/program keahlian sebagaimana
persyaratan pendirian SMA/SMK/PK.

(2) Perubahan jurusan/bidang/ program keahlian dalam lingkup 1 (satu)
juiusan/bidang/program keahlian ditetapkan oleh hepala Dinas
sesual dengan Kewenangannva.

(3) Setap usul penambahar dan/atau perubahan
jurusan/bidang/program keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) disertai proposal.

. (4] Bentuk dan tata cara penyusunan proposal sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 61

(1) Penutupan/pencabutan izin pendirian SMA/SMK/PK dilakukan
apabila:

a. SMA/SMK/PK sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan
pendidikan; dan /atau



b. SMA/SMK/PK  sudah  tidak  menyelenggarakan  kegiatan
pembelajaran.

(2) Penutupan/pencabutan  izin  pendinan SMA/SMK/PK yang
disclenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Gubernur
berdasarkan usul Kepala Dinas.

Pasal 62

Tata cara pemberian izin pendirian, penambahan dan/atau perubahan
jurusan/bidang/program keahlian serta penutupan SMA/SMEK/PK diatur

lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB X
PEMBINAAN DAN FENGAWASAN

Pasal &3

(1) Gubernur dalam kedudukannya baik sebagai Kepala Daerah
maupun sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi berwenang
moelaksanakan pembinaan  dan  pengawasan penyvelenggaraan
pendidikan.

[2) Pembinaan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud
pada avat (1), melipuri;

a. lkoordinasi lintas sektor dan lembaga;

b. fasiitasi dan penguatan kelembagaan;

c. pemenuhan standar pelayanan mimimal bidang pendidikan.

d. mendorong pemberdayaan dan peran serta aktf masvarakat;

e. mendorong keluaran dan peningkatan kualitas sumber daya
manusia, batk dari aspek kompetensi spiritual keagamaan, sikap
personal dan sosial, pengetahuan dan keterampilan; dan

f mendorong keterpaduan penyelenggaraan pendidikan secara
komprehensif.

(3} Pengawasan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mencakup pengawasan administratif dan teknis
edulcatif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.



5 BAB X1
JENIS, SUMBER DAN SASARAN PEMBIAYAAN PENDIDIKARN
Bagian Kesatu

Umum
Pasal 64

(1) Pendanaan pendidikan di Daerah menjadi tanggungjawab bersama
antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha sesuai
ledudukan dan/atau kewenangan masing-masing.

(2) Biaya penyelengearaan pendidikan oleh Pemerintah Daerah
dialokasikan berdasarkan lingkup wurusan pemerintahan yang
menjadi kewenangannye.

(3) Penicrintah Dacrah dapat memberikan fasilitasi berupa dukungan
program/kegiatan  danfatau dukungan pembiayaan = dalam
penyelenggaraan pendidikan anak usia ding, pendidikan dasar,
madrasah, dan pesantren sesuai kemampuan keuangan Dacrah,

(}) Pemerintah Dacrah dapat pula memberikan dukungan pembiayaan
herupa beasiswa berprestasi dan bantuan biaya penyelesaian studi
di Pendidikan Tinggi sesuai kemampuan keuangan daerah,

(3] Tata cara penyelenggaraan pendidikan, fasthtasi, dan pembiavaan
sthagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayvat (4] diatur

lebih lanjut dalamnm Peraturan Gubernur g

Bagian Kedua

Jenis Pembiayaan
Pasal 65

(1} Jenis pembiayaan pendidikan menurut Peraturan Daerah  ind
meliputi:

a. biaya satuan pendidilcan;

b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan

¢. biaya pribadi peserta didik.

(2] Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a terdiri atas:

a. biaya investasi, yang terdiri atas:
1. biaya investasi lahan pendidikan; dan



b. biaya operasi, yang terdiri atas:
1. biaya personalia; dan
2. biaya nonpersonalia.

¢. bantuan biaya pendidikan; dan

d. beasiswa.
(3) Biaya penyelengegaraan dan/atau pengelolaan pendidikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
biaya investasi, vang terdini atas:
biava investasi lahan pendidikan; dan

N o= p

biaya investasi selain lahan pendidikan.

>3

biaya eperasi, yang terdiri atas:

-

. biaya personalia; dan

pa

biaya nonpersonslia.

{4) Biava pribadi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayar (1)
hurul ¢ merupakan biaya personal yang meliputi biaya pendidikan
vang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk smengikut proscs
pembelajaran sceara teratur dan berkelanjutan,

=) Standar dan Jenis  biava  satuan  pendidikan, penvelenpgaraan

danfatau pengelolaan pendidikan, dan biava pribadi peserta didik

seheagaimana dimaksud pada ayat (2| sampal dengan avat (4) diatur

lebil lanput dalam Peratdran Gubernur,
-

Pasal 66

(1} Pemerintah Dacrah menanggung biaya investasi, biaya operasional,
beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan bagi satuan pendidikan
yang diselengpsuakan olch Pemerintah Dacrah dan masyarakat
sesual dengan kemampuan keuangan daerah.

-(2) Biava investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biava
pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan
masyarakat disalurkan kepada satuan pendidikan dan dikelola
scsual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Bagian Ketiga

Sumber dan Standar Pembiayaan

Pasal 67



a. arggaran pendapatan dan belanja negara;

b. AFBD,; dan/atau

c. Sumber pembiavaan lain yang sah dan tidalk mengikat.

(2) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
mengalokasikan angegaran pendidikan minimal 20% (dua puluh
persen) diluar gaii pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dengan
memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

(3] Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
dapat berupa bantuan pembiavaan yang berasal dari Pemerintah
Kabupaten/Kota untuk jenjang Pendidikan Menengah dan
Pendidikan Khusus, komite sekolah, dunia usaha, hibah dsh.

(4] Pengalokasian anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada
avat (2) dan (3), agar penyelenggaraan pendidikan menengah dan
pendidikan khusus dilaksanakan secara efeltil, efisien, terpadu,
herkualitas dan akuntabel.

(5] Standar pembiayaan pendidikan menengah dan pendidilan khusus
rlthitung berdasarkan:

4. jumlah peserta dlidiic;

b, jumiah rombongan belajar; dan

. (enis pembelajaran,

(G} ketentuan  tentang sumber, sasaran, dan standar pembiavaan
subagaimena dimaksud pada avat (1) sampal (iﬂl-‘:_!_',ilﬁ avat (5) chatur

lebin lamul dalam Perataran Gubernar.

BARE X1
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 68

(1) Setiap pendidik dan tenaga kependidikan yang melanggar ketentuan
datas larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 diancam
sanksi administratif.

[2) Setiap orang dan/atau .penyelenggara pendidikan pada satuan
pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakal vang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 diancam sanksi
administratif.



(3} Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dan ayat
(2) dapat berupa:

a. penghentian kegiatan yang dilarang;

b. teguran/peringatan tertulis;

c. penundaan kenaikan gaji berkala 1 [satu) tahun bagi yang berstatus
pegawai negeri sipil; '

d. penundaan atau pembatalan pembenan sumber daya pendidikan
kepada satuan pendidikan;

¢. penutupan satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang
tidak sesual dengan kerentuan peraturan perundang-undangan:
dan/atau

{. bentuklain sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4] Tata cara pencrapan sanksi admimstratif sebagaimana dimaksud
pacda avat (1) sampai dengan avat (3) diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Gubernur.

BAB Xl1!I
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal &4

(1} Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus sehagai F'enyidif: untulk melakulkan
penvidikan tindak pidana atas Peraturan Daerah ini.

2] Penvidik sebogaimana  dimaksud pada ayat (1) adalabh  pejaba
pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah vang
diangkat oleh pejabat vang berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

{3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat [1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilalkukan
sehubungan dengan tindak pidana atas Peraturan Daerah ini;

c. meminta keteranean dan bahan bukti dari orang pribadi atan Badan



d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana;

¢. melakukan penggeledahan  untuk mendapatkan bhahan bulti
pembukuan, pencatatan, dan deokumen lain, serta melakukan
penyilaan terhadap bahan bukt tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung
clan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang
clinawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau salksi;

j. meaghentikan penyidikan; dan/atau

k. medakukan  tindakan  Inin vame  perlu untuk  kelancaran
nenvidikan  tindak  pidana sesuai dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan

f4j Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
divmilainya penyvidivan dan menvampalkan hasil penvidikannya
kepada Penuniut Umum melalai Penvidik Pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia, sesual ketentuan yvang (1:';51'1'” dalam Undang-

Unicdang Hukum Acara Pidane,

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 70

(1) Setiap pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang secara nyata
berulang-ulang dan b:crkua]iﬂkasi melanggar ketentuan atas
larangan sebagaimena dimaksud dalam Pasal 57, selain diancam
sanks: administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 diancam
pula pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling
banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

(2) Setiap orang dan/atau penvyelenggara pendidikan vang melangear



pendirian  satuan pendidikan dan lampirannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2] dan ayat (5) selain diancam sanksi
administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 diancam pula
pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling
banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dan ayat (2},
merupakan pelanggaran;

(4) Tata cara penerapan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada
avat (1) dan ayat (2] diatur lebib lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAR XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasgal 71

{1) Pemerintah Dacrah dapat menvelenggarakan  sekolah menengah
hurasrara/boarding scheol sesual ketentuan peraturan perundang-
undangarn.

|2) Penvelenggaraan  sekolah  sehagaimaneg  dimaksud pada ayvat (1),
dapat diairtkan dan dikelola sendiri oleh Pemerintan Daerah maupun
scbagat bentuk lasilitasi uniuk pendirian dan pengelolaan oleh
lembaga swasta/badan hukusm nirtaba.

W4 Tata cara penditian dan pengelolaan sekelah sebfgaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2 diatur lcbih lanjut dalam Peraturan

Guubernur.,

BAR XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peramiran Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Baral.



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINS! SULAWESI BARAT
NOMOR. ...
TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
I. UMUM

Pendidikan merupakan hak setiap warga Negara schingga negara
harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan
mutu pendidikan dan relevanst pendidikan dalam menghadapi tantangan
sesuai dengan perkembangan perubahan kehidupan. Dalam rangka
memenuhi halk warga negara, penyelenggaraan pendidikan harus
dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis dan
berkesinambungan dalam sistem pendidikan nasional. Sebagaimana
diketahui bahwa pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah
upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas
manusia Indonesia yvang beriman, beriagwa, dan berakhlak mulia serta
menguasai ilmu pengetahuan, teknolog, dan sen! dalam mewujudkan
masyarakat yang beradab, achl, dan sejahtera herdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik: Indonesia Tahun 1945,

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemenntah daerah
kabupaten  wajib  menyelenggarakan  sistem peﬁdidikan nasional
schagalmung diatur daliuon Undung-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem  Penyelengearzan Pendidikan  Nasional, dan yang berhak
mendapatkan pendidikan terszbut adalah tiap-tiap warga Negara. Oleh
karena itu, perlt diatur kewenangan masing-masing dalam
penyelengearaan pendidikan. Sinergitas antar Pemerintah, Pemerintah
Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan aspek fundamental
dalam memajukan pendidikan. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan kepada
Daerah untuk melaksanakan  sebugion  urusan  pendidikan, jyung
merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah FProvinsi, dan Pemerintah Dacrah Kabupaten/Kota. Pemerintah
Daerair Provinsi Sulawesi Barat memendang perlu untuk menyusun

Peraturan  Daerah guna memberikan kepastian  hukum  dalam



Penyusunan Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan merupakan
suatu langkah maju dalam rangka memberikan jaminan penyelenggaraan
pendidikan  yeng bermutu di Provinsi Sulawesi Baral, Pengaturan
penvelenggaraan pendidilcan sangat penting dilakukan untuk menetapkan
kewenangan dan penyelengparaan pendidikan oleh pihak-pihak terkait
dalam penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2

Anplka 1
Cukup jelas

Angka 2
Cukup jelas

Angka 3
Cukup jelas

Angka 4
Yang dimaksud dengan kewenangan provinsi di bidang
pendidikan adalah kewenangan provinsi dalam
penyelenggaraan urusan wajib  pemerintahan  bidang
pemdidilean  berdasarkan undang-undang nomeor 23 tahun
2014 tentani Pemerintahan Deerah.

Angka 5
Yang dimaksud dengan penyelenggaraan pendidikan adalah
kegiatan  pengelolaan konmtponen  sistemn pendidikan  pada
satwan pendidikan menengah dan pendidikan khusus agar
proses poididibon dapst berlahgsung secara efisivi, efektdl
dan akuntabel untuk mencapal tujuan p::ngiciil{an nasional.

Angka 6
Yang dimaksud dengan kurikolum  muatan  Inkal adalah
seperanglkat rencana dan pengaturan bahan kajian yang
berisimuatan dan proses pembelajaran  tentang potensi
dankeunilan lokal  vang  dimaksudkan  untuk mem
bentukpemahaman peserta terhadap keunggulan dan kearifan
didaerah tempat tingpalnya.

Angka 7
Yang dimaksud dengan pendidik dan tenaga kependidikan
adalah pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan
pendidikan  menengah dan  pendidikan  khusus yang
mrupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan
pendidikan.

Angka B
Yeng dimaksud dengan perizinan penyelenggaraan pendidikan
adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa satuan
pendidikan tersebut memenuhi syarat dan layak untuk
beroperasi dari Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada
ketentuan peraturen perundang-undangan.

Angka 9

Culnn iplae

-



Culkup jelas.
Angka 11
Yang dimaksud dengan sanksi administratif adalah sanksi
administratif yang diberikan kepada pendidik dan tenaga
kependidikan vang melanggar atas larangan pendidik dan
tenaga kependidikan, juga kepada individu atau penyelenggara
pendidikan yang memberikan informasi tidak benar terkait
persyaratan pendirian, perubahan dan penutupan/pencabutan
izin operasional satuan pendidikan menengah dan pendidilkan
khusus.
Angka 12
Ketentuan penyidikan menjelaskan tentang persyaratan,
wewenang dan tugas seorang penyidik.
Anglka 13
Cukup jelas
Angka 14
Culup jelas
mngka 15
Cukup jelas
FPasal 3
Ayat (1)
Huruf a.
Uagkapay Ing ngarso sung tuladho, ing madyo mangun
karsotut wuri Handayani vang artinya di depan
memberi contoh, di tengah memberi semangat dan di
belnkang member daya kekuatan,
Huruf b.
Belajar sepanjang Havat (Life long learrung) merupakan
sudut pandang dari sist lainterhadap pendidilan seumur
hidup (Life long education).
Huruf ¢.
Remandirian dalam belajar,  »sedind mungkin
dikembangkan dengan menempatkan guru sebagai
fasilitator dan motivilor.
Hurufd.
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 4
Avat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Hurufa
Yang dimaksud dengan akses yaitu adanya pemerataan
dan perluasan kesempatan belajar bagi anak usia 16 s.d.
18 rahunYang dimaksud dengan terjangkau adalah
adanya perluasan  kesempatan, keberlangsungan
layanan  pendidikan dan keberpihakan kepada
masyarakat yang terpinggirkan.
Huruf b

Yang dimaksud dengan mutu dan daya saing yaitu
lulusan S_MRKSMK(F[{ be:n?]utu dan memiliki daya saing



Pasal &

Cukup jelas

Pasal &

Culwup jelas

Pasal 7

Hurul a
Yang dimaksud dengan menvelenggarakan pendidikan tanpa
diskriminasiyaitumemberikan perlakuan dan kesempatan yang
samaterhadap pescrta didik yvang mempunyai keterbatasan

gal 8

Ayat (1)
Huruf a

Huruf e

Yang dimaksud dengan elisiensiefektiviias, dan
akuntabilitas  wvaitu  pengelolaan  pendidikan  yang
melihatkan seluruh porensi dan sumber daya vang ada
sécara transparan, partisipatil, dan demokratis untuk
meneapai tujuan pendidikan,

Huruf d

Yang dimaksud selaras dan berkelanjutan adalah
adanya keselarasan penvelenggaraan pendidikan dari
Pendidikkan Anak Usia Dini sampai Pendidikan Tinggi.

penvandang . cacat, masyarakat tdak mampu, dan

bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.

Flral
Pendidikan dengan sistem terbuka adalah pendidikan yang
diselenvparakan dengan  fleksibilitas  pilihan  dan  waleu
penyclesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan frdt
erntry-mull exit system), Pendidikan mull makna adalah proses
pendidikan yang diselenggarakan dengan beronentasi pada
pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan
lcepribadian, serta berbagal kecakapan hidup.

Huruf ¢
Cukup jelas -

Huru!l d
Culkup jelas

Fhurul ¢
Cukup jeias

Hurui [
Culup jelas

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Hurufc

Cukup jelas

Hurufd

Yang dimaksud dengan pencrbitan izin pendidikan
menengah dan pendidikan khusus (SMA/SMK/PK) yaitu
pemberian izin pendirian, perubahan dan
penitupan/pencabutan izin operasional SMA/ SMK/PK
vang  diselenggarakan oleh  masvarakat dengan



Ayat (2]

Huruf a

Cukup jelas
Huruf b

Cukup jelas

Avat (3)

Pasal 9

Cukup jetas

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kebutuhan daerah yaitu scgala
sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat di suatu Dacrah,
khususnys untuk kelangsungan hidup dan peningkatan taraf
kehidupan masyarakar tersebut, yang disesuaikan dengan
arah perkembangan Dacrahserta potensi Daerah yang
bersangkuran

Ayat ({)

Hurul a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf ¢
Yang dimaksud dengan sarana pembelajaran meliputi
nerabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku
dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai,
serta  perlengkapan  lain vang  diperlukan untuk
menunjang proses pembelajaran  yang teratur dan
berkelanjuian.

Yang dimaksud dengan prasarana pembelajaran meliputi
lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan peéntlidilean,
ruzng pendidik, ruang tata usaha, r‘f.tang perpustakaan,
ruang laboratorium, ruang hengkel kerja, ruang unit
produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat
berolah-raga, tempat berithadah, tempat bermain, tempat
berkreas:, dan ruang/tempat lain vang diperlukan untulk
menunjang proses pemoelajaran vang teratur  dan
perkelanjutan.

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jcias

Huruf f
Yang dimaksud dengan penataan struktur
kelembagaanadalah penyesualan struktur dan tupoksi
Dinas  Pendidikan  berdasarkan urusan  wajib
pemerintaban bidang pendidikan dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h

Molrm snlae



Awyat (3)

Yang dimaksud dengan kalender pendidikan vyaitu
pedoman pelaksanaan aktivitas sekolah selama satu
tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan
mingeuan, herisi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian,
kegiatan elestra kurikuler, dan hari lbur.

Huruf a

Yang dimaksud dengan kocordinasi adalah melakukan
koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan
Menengah, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan,
Dinas Pendidikan kabupaten/kota, dan instansi lainnya
yang terkait untuk menjembatani program dan
pembiayaan yang hberasal dari APBN berupa dana
dekonsentrasi  ataupun  APBD  provinsi  dalam
mendulkung program pendidikan menengah universal.

Huruf b

Cukup jelas

Hurul ¢

Cuicap jelas

Hurufd

Culmp ielas

Hurul g

Culoip ielas

Huruf §

Cukup julas

Hitrul g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Hurufi

Cubkup jelas

Huruf j -

Ayat(+)

Cukup jelas

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Hurufc

Culup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Hurufe -

Cukup jelas

Huruf f

Avat (5) +

Cukup jelas

Huruf a

Cukup jclas

Huaruf b

Cukup jelas

Huruf ¢



Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf ¥
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Hu:suf i
Yang dimaksud dengan pihak lain yang terkait dengan
penyelenggaraan pendidikan  yaitu  individu  atau

prganisasi/yayasan yangmempunvai
perhatiandanperanan dalam bidang pendidikandi luar
pemerintah.
Pasal 11
Culup jelas
Pasal 12
sukup jelas
l'asal 13
Axat (1)
Cukup jelas
ANl |.E]

Yang dimaksud dengan unit pelaksana teknis Pemerintah di
Provinsi adalah lembaga penjaminan mutu pendidikan(LPMP)
Provins: Sulawest Barat.

Avet )

Vang dimaksud dengan sertifikasi kompetensi peserta didik
adalah bukti formal sebagal pengakuan yang diberkan kepada
peserta didik sebasal bulti telah menvelesaikan suatu satuan
pendidikar. Yang dimaksud dengan sertifikasi kompetensi
pendidikadalah  bukti  formal  sebagai # pengakuan  yang
diberikan  kepads Guru  sebagai tenagaprofesienal. Yang
dimaksud dengan scrtifikasi kompetensi tenaga kependidikan
adalah bukti formal sebagaipengakuan yang diberikan kepada
tenaga kependidikansebagai tenaga profesional.

*asal 14
Avat [1)
Cukup jelas
Ayal (2}
Cukup jelas
Ayat (3]
Hurul a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 15

Avat (1)



sl

Pasal

melayani permintaan informasi maupun pemberian informasi
atau pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan
pengelolaan pendidikan baik secara lisan maupun tertulis dan
semuanya direkam dan di dokumentasikan dalam rangka
mendukung administrasi pendidikan yang efekiif, efisien dan

altuntabel.
Ayat (2)
Cukup jelas
Avat [3)
Cukup jelas
16
Ayat (1) -
Cukup jelas
ﬂ.}’af [2}
Hurufa
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d
Cukugp jelas
Awiul e
Cukup jelas
L7
fyal (1
Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Avat (3]
Yang dimaksud dengan bantuan biava pendidikan adalah dana
pendidikan vang diberikan kepada peserfa didik vang orang
tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
Avat (4]
Cukup jelas
Ayat (5] )
Yang dimaksud dengan hbeasiswa adalah bantuan dana
pendidikan  yvang diberikan kepada peserta didik vang
berprestasi.
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat [7)
Cukup jelas
18
Efsicnsi, efekiivitas dan  akuntabilitas adalah  pengelolaan
penididikan dengan melibatkan semua sumber daya yang ada
sthinges hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada orangtua,
masyarakal, birokrasi atau pihak lain secara administratif, finansial,
dan akademik,
Hurul a
Cukup iclas
Huruf b



Cul-:upje]ag

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Pasal 19
Hurut a

Cukup jelas

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)

Hurufa

Cukup jelas

Huruf b

Ayval (2

Komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam
penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di
satuan pendidikan. Komite sekolah sebagai pendulkung,
baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga
dalasm  penyelenggaraan  pendidikan  di satuan
pendidikan. Komite sekolah sebagai
pengawas/pengontrol dalam rangka transparansi dan
anuintabilitas penyelenggaraan dan hkeluaran pendidikan
di satuan pendidikan.

fharuf a

Culup jelas

Huruf b

Culeup jelas

Hurul ¢

Cukup jelas

Hurald >

B T
.\"l‘ul '.)J

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)

Badan hukum nirlaba adalahbadan hukum yang tujuan
utamanya tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa
hasil kegiatan satuan pendidikan harus digunakan untuk
ineningkatkan dan/atau mutu layanan satuan pendidikan.

Ayat (2)

Culkup jelas

Pasal 22
Avat (1)

Hurul a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas _

Hurufc

Satuarn

pendidikan dinyatakan tidak melakukan



1}kepentingan peserta didik dalam proses pembelajaran;
2)peningkatan pelayanan pendidikan, dan penggunaan
lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan
3jbantuan biaya pendidikan bagi peserta didik leurang
mampu.
Huruf d
Cukup jelas
Avyat (2)
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 21
Avat (i)
Cukup jelas -
Ayar (2)
Culup jelas
Ayat (s
Hurul &
Tunanetra sama dengan buta
Huruf b
Tunarungu sama dengan tuli
Hurul ¢
Tunawicara sama dengan bisu
Huruf
Tunagrahita sama dengan terbelakang mental
Huruf ¢
Tunadaksa sama dengan cacat pisik
Huruf 7
Tunalaras sama dengan nakal
Huruf
Cukup jelas
Hurul b
Cukup jelas
Huruf i 4
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas
Huruf k
Cukup jelas
Huruf|l
Cukup jelas
Ayal (4)
Culup jelas
IPasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayal (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup ielas



Ayat (1)
Cukup jelas
Avat (2)
Cukup jelas
Pasal 27
Hurufa
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2]
Hurula
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas "
Avat (3]
Cukup jelas
Avat (4
Cukup jeias
Avat |5)
Cukup jelas
Frmal29
Ayar (1]
Cukup jelas
Avat (2]
Cukup jelas
Pasal 30

Ay (1) -
Cukup jelas

A
Hurufa

Program percepatan adalah program pembelajaran vang
dirancanz untuk memberikan kesempatan kepada
peserta  didik mencapai standar isi dan  standar
kempetensi lulusan dalam waktu yang lebih singkat dari
waktu belajar vang ditetapkan.

Huruf b

3 Program pengayaan adalah program pembelajaran yang
dirancang untuk memberikan kesempatan kepada
peserta didik guna mencapai kompetensi lebih luas
dan/atau lebih dalam dari pada standar isi dan standar
kompetensi lulusan.
Ayat (3]

Hurufa
Cukup jelas

Hurufb
Cukup jelas

Hurul e



Sistem Kredit Semester (SKS) adalah bentuk penyeleng-
garaanpendidikan yang peseria didiknya menentukan jumlah
beban belajar dan mata pelajaran yang diilkuti setiap semester
pada SMA/SME/PK sesual dengan bakat, minat, dan
kecepatan belajar.
Ayat [5)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Ayat (B)
Culcup jelas
Pasal 31
Culkup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Yang dimaksud dengan potensi Daerah adalah kemampuan yang
mempunyal emangkinen untuk dikembangkan atau kelkuatan yang
terdapat di Daerah tertentu yang pada dasarnya berkaitan dengan
jngkungan alam, lngkungan sosial ekonomi, dan lingkungan sosial
hudaya., Kebuluhan Dacrahadalah sepala sesuatu yang diperlukan
oieh masvarakat di suatu Daerah, khususnva untuk kelangsungan
hidup dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat tersebut, yang
discsuaikan dengan arah  perkembangan Daerah serta potensi
Dacr:h yang bersangkutan,
Pasal 35
Ayl £3) F
Cukunp jelas
Aval 12}
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 36
Hurufa
leup jelas
Hvrruf b
Cukup jelas
Pasal 47

Prinsip pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan sebagai
berikut:

a.Utuh, berdasarkan pendidikan berbasis kompetensi, kinerja dan
kzcakapan hidup.



¢.Terpadu, dengan lingkungan satuan pendidikan, termasuk dunia
usaha dan industri.

d.Apresiatif, hasilnya dirayakan dalam bentuk pertunjukan, lomba-
lomba, pemberan penghargaan di level satuan pendidikan dan
Daerah. '

¢ Fieksibel, jenis muatan lokal dan pengaturan waktunya bersifat
{leksibel sesuai dengan kondisi dan karakteristik satuan pendidikan.
f. Pendidikan sepanjang hayat, tidak hanya berorientasi pada hasil
belajar, tetapi juga mengupayakan peserta didik untuk belajar secara
[£7US MEnerus.

#. Manfaat, berorientasi pada upaya ~melestankan dan
mergembangkan budaya lokal dalam menghadapi tantangan global
dengan membangun wawasan global, etika lokal

Pasal 38

Ayat (1)
Huruf a
Lingkup muatan lokal terdiri atas lingkup keadaan dan
kebutuhan dacraly seria linglup isi/jenis muatan lokel,
Huruf b
Cukup jelas
Avat (24

Yaeng dimaksud dengankeadaan daerah adalah sepala sesuatu
yang terdapat i daerah tertentu yang pada dasarmya
berkaitan  denpgan bngkungan  alam, lingkungan sosial
ckonemi, dan lingkungan sosial budava.Yang dimaksud
dengankebutuhan daerahadalah  segala  sesuatu vang
diperlukan woleh masyarakat di suatu daerah, khususnva
untuk kelangsungan hidup dan peningkatan taral kehidupan
masyarakat tersebut, vang disesuatkan dengan  arah
perkembangan  daerah  serta  potendt  daerah yang
bersangkutan.Yang dimaksud denganlingkup isi/jenis muatan
luKaldapal berupa bahasa daerah, Kesenian daerah,
keterampilan  dan  kergjinan  daerah, adat istiadat, dan
pengetahuan tentang berbagal ciri khas lingkungan alam
sekitar, serta halhal yang dianggap perlu  untuk
pengembangan potensi daerah.

Ayai (3) -

Hurufa

dacerah di Sulawesi Barat seperti bahasa mandar.

Hurul b
Kesenian daerah Sulawesi Barat seperti lagu-lagu
daerah, lukisan/pahatan, tarian daerah mandar dan
daerah lainnya.

Hurufc
Keterampilan dan kerajinan daerah adalah keterampilan
keunggulan kompetitif seperti membuat pinisi, rumah
adat dan kerajinan rumah tangga seperti pembuatan
pula merah, batu bata.

Hurufd



cara berbicara, tata cara bertamu, upacara perkawinan,
upacara kématian,
Huruf e
Yang dimaksud dengan pengetahuan wentang berbagal
ciri khas lingkungan alam sekitaradalah cid khas
ingkungan kota dan desa, daratan dan lautan, dataran
tinggi dan dataran rendah yang ada di Sulawesi Barat.
tluraf f
Ha-hal lain yang dianggap perlu untuk pengem-bangan
potenst dan kebutubhan daerah seperti cbyek wisala,
olahraga tradisional atau permainan rakyat.
Ayat (4]
Hurufa
Dalam struktur kurikulum SMA/SMK/PK mata
pelajaran dibapl menjadi:
a.Kelompok A ([Pendidikan Agama, PPKn, Bahasa
Indonesia dan Inggris, Matematika, Sejarah Indonesia),
b.Kelompok B (Seni budaya, Penjaskes, Prakarya,
Kewirausahaan, dan Muatan Lokal), dan
c.Kelompok C {peminatan akademik/kejuruany.
Hurufb
Matern muatan lokal dapat diintegrasikan dengan mata
pelajuian yang ada tapi jika tidak dapat diintegrasikan
maka dapat menjadi mata pelajaran muatan lokal berdiri
senelip
Avat [5)
Hurufa
Culup ielas
Humflb
Cukun jelas
Hurufe
Cukup jelas -
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Culup jelas
Fasal 44
Culeup jelas
Pasal 43
Culkup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pendidiksebagai tenaga profesional mengandung arti bahwa
pekerjaan pnadidikhanya dapat dilakukan oleh seseorang yang
mempunyal kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat
pendidik sesuai dengan persyaratan untuk SMA/SMK/PK

Ayat (3)



Cukup jelas
Avat (5]
Culkup jelas
Pasal 46
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pendidik sebagai agen pembelajaran
adalah peran guru antara lain sebagai fasilitator, motivataor,
pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi
belajar bagi peserta didik. Yang dimaksud dengan “schat
jasmani dan rohani” adalah kondisi kesehatan fisik dan mental
yvang memungkinkan gurudapat melaksanakan tugas dengan
baik. Kondisi keschatan lisikdan mental tersebut tidak
diiujukan kepada penyandang cacat.
Ayat [2)
Cukup jelas
Axat (3) .
Huruf =
Yeng dimaksud dengan kompetensi pedagogic adalah
kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik
vangmeliputi pemahaman terhadap peserta didik
perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi
hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk
mengaktualisasikan berbagai potensi yvang dimilikinva.
Huruf b
Yang dimelksud dengan kompetensi kepribadian adalah
kemampuan  kepribadian  yang mantap,  stabil,
dewasa,ani, dan berwibawa, menjadi teladan hagi
peserta didik,dan berakhlak mulia.
Huruf ¢
Yang dimaksud dengan kompetensi professional adalah
kemamplian  penguasaan materi  pembelajaransecara
lins dan mendalam VAN
memungkinkannyamembimbing peserta didik memenuhi
standarkempetensi  vang  ditetapkan  dalam  Standar
Nasional Pendidikan.
Huruf d
Yang dimaksud dengan kompetensi
sosialadalahkemampuan pendidik sebagai bagian dari
masyarakal untuk berkomunikasi dan bergaul sccara
clektil dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga
nependidikan,orangtua fwali peserta didik,  dan
masyvarakat sekitar,
Ayat (4]
Cukup jelas
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jeias
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢

Sertifikat  pendidikadalah  bukti formal sebagai
pengakuan yang diberikan kepada pendidik sebagai
[ H ]

vy wveme Do s o



Ayet (1)
Huruf a
Cukup jelas
Hurul b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf &
Cukup jelas
Huruf [
Cukup jelas
Huruf g
Cukuyp jeias
Huruf h
Cukup jeias
Hurufi
Cukup jelas
Ayat (2)
Hurufl a
Cukup jelas
Hurul b
Kualifikasi umum, meliputi jjazah, usia, pengalaman ,
dan panzkar Kualifikasi khusus, meliputi status gury
SMA/SME/PH. memiliki sertifikat pendidik atau kepala
SMA/SMK/PK. Kompetensi sebagai kepala sekolah
meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi
manajerial, kompetensi  kewirauszhaan, kompetensi
supervisi dan kompetensi sosial,
Huruf ¢
Cukup jelas +
Huruf d
Kemampuan mennmpinyaitu seperangkat pengetahuan,
keterampilan, dan perilaka yang dimilild, dihayati,
dikuasal, dan diwgjudkannya dalam melaksanakan
tugas  keprofesionalan sesuai  dengan  Standar
Pengelolaan Satuan Pendidikan. Kemampuan
kewirausahaan adalah memiliki naluri kewirausahaan
dalarn mengelola kegiatan produksi/jasa sekolah sebagai
sumber belajar peserta didik.
Huruf e
Yang memiliki sertifikat adalah pendidik yang telah lulus
diklat calon kepala sekolah.
Avat (3)
Culcup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 48
Ayat (1)
Kelompok mata pelajaran serumpun yang relevan untuk SMA
adalahMIPA dan TIK, IPS, Bahasa, Olahraga, Kesehatan, atau



Pertanian danKehutanan; Bisnis dan Manajemen, Pariwisata,
KesejahteraanMasyarakat, atau Seni dan Kerajinan.

Ayat (2) ’
Hurufa
Cukup jelas
Hurufb
Kuahfikasi meliputi pendidikan, sertifikat pendidik atau
kepala SMA/SMK/PK, pengalaman kerja, pangkat dan
usia.Kompetensi sebagal pengawasSMA/SMK/PK
mehputi kempetensi kepribadian, kompetensi supervisi
manajerial, kompetensi supervisi akademik, kompetensi
evaluasi pendidikan, kompetensi penelitian
pengerabangan dan lompetensi sosial.
Hurulc
Sertifikat pendidik sebagai pendidik SMA/SMK/ PK,
dan fatau sertifikat pendidik  sebagal  kepala
SMA/SMK/PK.
Hurufd
Cukup jelas
Avat (3)
Cukup jelas
Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2|
Hurufa

Yanz dimaksud dengan penghasilan di atas kebutuhan
hidup munimumadalah pendapatan yang cukup untuk
memenuiil kebutuhan hidup guru dan keluarganya
secara. wajar, baik sandang, pangan, papan, keschatan,
pendidikan, reloreasi, maupun jaminan hari tua.

Huruf b " -
Promosi dan penghargaan berdasarkan prestasi kerja,
pengabdian, kesetican padu negara dan/atau lembaga,
perjasa terhadap negara, menghasilkan karya luar biasa
dan/fatzu meninggal dunia pada saat melaksanakan
tugas.

Hurul ¢
Perlindungan meliputi perlindungan hukum, profesi,
serta keselamatan dan kesehatan kerja.

Huruf d
Pengembangan dan peningkatan kompetensi guru
dilakukan dalam berbagai kegiatan keprofesionalan
yangdiselenggarakan antara lain melalui Kelompok Kerja
Guru Musyawarah Guru Mata Pelajaran, Kelompok Kerja
PengawasSckolah, dan Musyawarah Kerja Pengawas
Sekolah.

Hurufe
Culup jelas

Huruf {
Cukup jelas

Huruf g



Organisasi profesi pendidikan dalah perkumpulan yang

berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh

pendidik  berfungsi untuk memajukan  profes,

meningkatkan kompetensi, karier, wawasan

wependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan
+  pengabdian kepada masvarakat

Hurufl i
Culap jelas

Huruf j
Cukup jelas

Hurufl k
Pelauhan guru adalah jenis pelatihan keprofesionalan
vang  bertujuan  untuk  memelihara  dan/atan
meninghkatkan kemampuan sebagal guru sesuai dengan
tuntutan peérkembangan ilmu pengetahuan, teknologi,
seni, dan/atau perubahan  kurikulum  dan
perkembangan masyarakat.

Aval (3)

Huruf a
Beban kerja guru untuk melaksanakan pembelajaran
paling sedikit 24 [dua puluh empat) jam tatap muka dan
paling banyak 40 (enipat puluhb) jam tatap mula dalam 1
fsatu) minggu tersebut merupakan bagian jam kerja dari
jem kerja sebagal pegawai vang secara keseluruhan
paling sedikit 37,5(tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja
dalam 1 [satu] minggu.

Huruf b
Kualifikasi akademik adalah {jazah jenjang pendidikan
akademik vyang harus dimiliki oleh  pendidik
SMA/SME/PK yaitu minimum diploma empat (D-1V)

atau Sarjana [5-1). +
Hurul ¢
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Pasal 50
Avat (1)
Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan pendidik, baik
dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam
kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan
pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
Ayat (2)
Culkup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Ayat (1)
Cukup ielas

Avat (2)



pendidikan atau Satuan pendidikan yang memuat syarat-
syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan
prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Ayat (3)
Cukup jelas
Avyat (4]
Culkup jelas
Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2]
Cukup jelas
Ayat {3}
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 54
Avat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3]
Cuakup jelas
Pasal 55
Ayt (1)
Prestasi kerja luar biasaadalah prestasi kerja vang sangat
menanjol, vang  sccara nyata  diakui dalam lingkungan
kerjanya, sehingga pegswai negeri sipl vang hersangkutan
secdia nyata menjadl teadan i.}i-gg,l"' PUde Wl tdllLELYy el
Pengabdian, xesctiaan, dan berjasa terhadap negara
ciperhitungkan berdasarkan masa kerja sclama 10 (sepuluh),
20 (dua puluh], dan 30 (tiga puluhj tahun. Menghasilkan karya
yang luar biasa adalah menghasilkan invensi dan inovasi
pembelajaranyang  diakui pada tingkat daerah, nasional,
danfatau internasional;Pemerintah Daerah wajib menyediakan
biaya pemakaman dan/atau biaya perjalanan untuk
pemakaman pendidik dan tenaga kependidikan yang gugur
dalam melaksanakan tugas di Daerah Khusus.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3]
Cukup jelas
Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

a.Perlindungan hukum
mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman,
perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil



h.Perlindungan profesi
mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas pendidil
sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan
hubungan kerja yang tidak sesual dengan peraturan
perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar,
pembatasan kebebasan akademik, mumbar akademik, dan
otonomi keilmuan, serta pembatasan/pelarangan lain yang
dapat menghambat pendidikdalam pelaksanaan tugas.
c.Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja
meliputi perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan
kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana
alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain,
Ayat (3]
Cukup jelas
Pasal 57
Avat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang  dimaksud mencederai integritas scleksi
penerimaan peserta didik baru adalah melaksana-kan
dan mengelola penerimaan peserta didik baru tidak
secara uhyelktii, transparan dan akuntabel.
Hurufe
Yang dimaksud mencederal integritas evaluasi hasil
belajar adalah melaksanakan dan mengelola hasil
evaluasi tidak secara  obyvektf, iransparan dan
akuntabel
Hurafd
Cukup jelas
Avar (2]
Cukup jelas <
Avat (3}
Cukup jelas
fasal 58
Awvat (1)
Culeup jelas
Avart [2) -
Hurufa
Culcup jelas
Hurufb
Cukup jelas
Hurufc
Cukup jelas
Huruld
Cukup jetas
Hurule
Cukup jelas
Huruf f
Culcup jelas
Ayat [3) '

Cukunielas



Cukup jelas
Hurul b

Cukup jeias
Hurufl e

Cukup jelas
Hurufd

Cukup jelas
Huruf e

Cukup jelas
Huruf

Cukup jelas
Huruf g

Cukup jelas

Ayat (5)

[*asal 59

Hurufl a

Culkup jelas
Huruf b

Cukup jelas
Huruf e

Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Hurul o -

Cukup jelas

Avat [1)

Cukup jrlas

Avat (2)

Culeup jelas

Awat [3)

Pasal 60

Hurui

Cukup jelas
Huruf o

Cukup jelas
Hurufe

Cukup jelas
Hurufd

Culup jelas
Hurufe

Culaup jelas
Huruff

Culup jelas
Hurufg

Cukup jelas
Hurufh

Cukup jelas
Hurufi

Cukup jelas

Ayat (1)

Culkup jelas

Ayat (2)



Caleap elag

rasal &Y

Avat (1)
Hurufa
= Cule Ip Jelas
altruf b

Cukup Jelas

Avat (2

Uk jelas

" o T T, *
CURG jeias

Hasal 6.3

Koordinast Hntas seklor aan lembagaadalah mel?
densan Dijeltorat  Jenderal Pendidikan
Pendidikan,

Lonrdanast
Pepiaminan  Muita

1 A R
Lembaga

Meneneah,
Dinas Pendidikan kabupaten/kota, dan instans lamnmnyd

vang terkait untuk mendukung program 'L.\t:'-.‘.'_lxit".‘.".".
menengah universal,

Lintac AT
lintas daerah
prasarana

Humih
Fasilitas dan penguatan

kabupaten/kota meliputi

kelernbagaan
sarana  dan

pembiayaanpenyelenggaraan pendidikan.
Huruf ¢

Standar pelayanan minimal bidang pendidikan adalal
kriteria minimal berupa nilai “kumulatf pemenuban
standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh

setiap satuan pendidikan

Huruf d
Pemberdayaan dan peran serta akil masyarakat dalam

manajemen berbasis sekolah, baik dar aspek , biaya,

maupun pemikiran
Hurufe
Mendorong  keluaran  pendidikan  menengah  dan
pendidikan khusus agar berdaya saing dalam mencar
pekerjaan  dan  hidup layak dalam  kehidupan
bermasyarakal.
Hurul [
Keterpaduan penyelenggaraan pendidikan antar jenjang,
Jenis dan jalur pendidikan

Avat (3)
Cukup jelas
Fasal 64

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan masyarakat meliputi:
a.Penyelenpzara atau satuan pendidikan yang diselengearakan

rrvc s e ek



Cukup jelas
Pasal 61

Ayat (1)
Hurufa
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas,
Ayat (2]
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Hurula
Koordinasi lintas sektor dan lembagaadalah melakukan
koordinasi dengan Direktorat .enderal Pendidikan
Menengah, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan,
Dinas Pendidikan kabupaten/kota, dan instansi lainnya
yang terkait untuk mendulkung program pendidikan
menengah universal.

Huruf b
Fasilitas dan penguatan kelembagaan lintas daerah
kabupaten/kota meliputi sarana dan prasarana
pernbinaan pendidik dan tenaga kependidikan serta
pembiayaanpenyelenggaraan pendidikan.

Huruf ¢
Standar pelayanan mimimal bidang pendidikan adalah
kriteriz. minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan
standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh
setiap satuan pendidikan, -

Hurufd
Pemberdayaan dan peran scita akul masyarakat dalam
manajemen berbasis sekolah, baik dari aspek , biaya,
maupun pemikiran.

Hurufe
Mendorong  keluaran pendidikan menengah dan
pendidikan khusus agar berdaya saing dalam mencari
pekerjaan  dan  hidup layak dalam kehidupan
bermasyarakat.

Huruff
Keterpaduan penyelenpgaraan pendidikan antar jenjang,
jenis dan jalur pendidikan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan masyarakat meliputi:

a.Penyelenggara atau satuan pendidikan yang diselenggarakan
masyarakat;

b.Peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan



¢.Pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan hurul b
yang mempunyaiperhatian dan peranan dalam bidang
pendidikan, seperti pengusaha, alumni, dan organisasi sosial.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jclas
Pasal 65
Ayar (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Culwup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Avart (2]
Biaya investasi lahan satuan pendidikan adalah biaya
pengadaan lahan pembangunan SMA/MK/PK.Biaya investasi
selain lahansatnan pendicdihun sepuil Ulaya pouibadigucali
gedung/ruangan, pengadaan meubileir, pengadaan komputer
dan  jaringan, pengadaan alat dan media pembelajaran,
pengembangan  kualifikasi dan  kempetenst pendidik  dan
tenaga kependidiken. Biaya personaliasatuan pendidikan,
terdird atas:
a. zaji pokok bagi pegawai pada satuan pendidiken;
Ltunjangan yang melekat pada gaji bag! pegawal pada satuan
pendidikan;
c. tunjangan struktural bagl pejabal struBtural pada satuan
pendidikan;
d.tunjangan  fungsional bLagi pejabat fungsional di  luar
pendidik;
e.tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi
pendidik;
[.tunjangan profesi bagi pendidik;
g.tunjangan khusus bagi pendidik; dan
h.maslahat tambahan bagi pendidik, Biaya
nonpersonaliasatuan pendidikan seperti bahan atau peralatan
pendidikan habis pakai dan biaya tak langsung berupa daya,
air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana prasarana,
transporiasi, konsumsi, pajak.Bantuan biaya pendidikan
adalah dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik
yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai
pendidikannya Beasiswaadalah adalah bantuan dana
pendidikan  yang diberikan kepada peserta didik yang
berprestasi.
Ayat (3]
Biaya investasi. lahan penyelenggaraan dan/atau pengelolaan
pcndidiki::_'i ad_alah bi_aya_ pengadaan lahan pembangunan

lemwntine



kantor, pengadaan’ kendaraan bermotor, komputer dan
jaringan, sarana dan prasarana, pengembangan kualitasdan
kompetensi sumber daya — manusia Biaya  personalia
penyelenggaraan dan/atau pengelola-an pendidikan terdiri
atas:
a.gaji pokok;
b.tunjangan vang melekat pada gaii;
c.tunjangan struktural bagl pejabat siruktural; dan
. tunjangan fungsional bagi pejabal lungsional,
Biava nompersonaliapenyelenggaraan dan/atau pengelolaan
pendidikan scperti bahan atau peralatan kantor habis pakai
dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi,
uang lembur, pemeliharaan sarana prasarana, transportasi,
kzonsumsi, pajak.

Ayat (4)
Yang termasuk biaya peribadi peserta didik antara lain
pakaian, transpor, buku pribadi, konsumsi, akomodasi dan
biaya pribadi lainnya,

Avart (5)
Cukup jelas

Fasal 66

Ayat [1)
Hiaya imvestasi satuan pendidikan meliputl biayva penvediaan
Sarana prasarana, pengembangan sumber dava manusia, dan
modal kega tetap.Biaya operasionalsatuan pendidilean meliputi
biaya personalia (gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta
scgala lunjangan yang melckat pada gaji) dan nonpersonalia
(bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya
operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa
telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasardna, gang
lembur, transnortasi, konsumsi, pajak, asuransi dan lain
schagainya). Beasiswaadalah bantuan dand pendidikan vang
diberikan kepada peserta didik yang berprestasi. Brasiswa
uiencakup sebagian atayu seluruh biaya pendidikan yvang harus
ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta
dicik. Bantuan biaya pendidikan adalah dana pendidikan yang
diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya
tidak mampu membiayal pendidikannya. Bantuan biaya
pendidikan mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan
yang barus ditanggung peserta didik, termasuk biaya prihadi
peserta didik.

Ayat (2]
Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)
Sumber pembiayaan pendidikan dari Pemerintah meliputi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN] dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sumber
pembiayaan lain yang sali dan tidak mengikat dari komite
sekolah, orang tua peserta didil, alumni, dunia usaha
mencakup antara lain sumbangan pendidikan, hibah, wakaf,
zalcat, pembayaran nadzar, sumbangan perusahaan.



Ayat2)
Yang dimaksud dengan biaya pendidikan kedinasanadalah
biaya pendidikan profesi vang diselenggarakan oleh Badan
atau Dinas yang berfungsi meningkatkan kemampuan dan
keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi
pegawai dan calon pegawai negeri suatu Badan atau Dinas.
Ayat (3) .
Cukup jelas
Ayat (4]
Cukup jelas
Awat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas v
Pasal 68
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Hurufa
Culkup jelas
Hurufl &
Cukup jelas
Hurufe
Culaup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Ayat (3]
Cukup jelas
Pasal Gy
Ayat (1] -
Cukup jelas
Ayal (2]
Culkcup jelas
Avat (3)
Huruf a
Cultup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Hurufe
Culkup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf {
Cukup jelas
Huruf g
Culkup jelas
Huruf h
‘Cu kup jelas

-



Huruf j
Cukup jelas
Huruf k
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 70
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3) |
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 71
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 72
Culup jelas



LAMPIRAN II
SARANA DAN PRASARANA YANG ADA DI SEKOLAH SAMPEL
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1. SMK Negeri 1 Baras
a. Ruang Lab. Fisika dan Kimia

b. Kantor
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2. SMA Negeri 1 Mamuju
a. Pintu gerbang pagar

b. Kantor
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SMA Negeri 1 Sendana
a. Kantor
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4. SMK Negeri 1 Budong-Budong
a. Ruang praktek jurusan teknik otomotif

b. Ruang Kelas
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LAMPIRAN II

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN
PENELITIAN DAN DOKUMENTASI PENELITIAN
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Foto Bersama Dengan Sekretaris/Plt. Kapala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat

Foto Bersama Dengan Kabid Pendidikan Khusus, Tugas
Pembantuan PAUD dan Pendidikan Dasar
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Foto Bersama Dengan Anggota Komisi IV DPRD

Provinsi Sulawesi Barat

Foto Bersama Dengan Kepala Cabang Dinas Wilayah 2 Kab.

Pasangkayu dan Mamuju Tengah
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Foto Bersama Dengan Kepala Cabang Dinas Wilayah 1 Kab. Majene
dan Polewali Mandar

Foto Bersama Dengan Kepala SMK Negeri 1 Baras
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Foto Bersama Dengan Kepala SMAN 1 Mamuju

Foto Bersama Dengan Kepala SMK Negeri 1 Budong-budong
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Foto Bersama Dengan Kepala SMA Negeri 1 Sendana
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